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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 18 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJ]BAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN
PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT

DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2006

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa ,dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan
penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri sertd
kelangsungan dan pengembangan usaha penyedia jasa
angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam
negeri, perlu mengambil berbagai upaya dan langkah
kebijakan untuk mendorong kegiatan-kegiatan usaha tersebut;

bahwa sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, diatur
ketentuan mengenai kewenangan Menteri untuk memberikan
penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan
fungsi kemanfaatan umum kepada badan yang dibentuk
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa badan sebagaimana dimaksud dalam butir b, adalah
PT. (Persero) Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI) yang
didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor g
Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara"Pelayaran Nasional lndonesia" Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero);

bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu diatur ketentuan mengenai
pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan
penumpang kelas ekonomi angkutqn laut dalam negeri Tahun
Anggaran 2006, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

b .

d .
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Mengingat  :  1 , Undang-Un9."ng Nomor 21 Tahun 1g92 tentang pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg2 Nomor 9g.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 34g3);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia lahun 2003
Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Nomor 42g6);

!1l9rlg-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lernbaran Negara Republik lnlonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor a2gr);
Undang-undang Nomor 1 Tahun ZOO4. tentang
Perbendaharaan _ -legara (Lembaran Negara Republil
lndonesia Tahr-rn 2004 Nomor s, Tambahan teinbaran Negara
Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 1gr3 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "pelayaran Nasional
lndonesia" Menjadi Perusahaan perseroan (pERsERo)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1'g73 Nomor
1q:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun lggg tentang
Perusahaan Perseroan (pERSERo) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor4s rahun zo01:
Peraturan Pemerintah Nomor Bz rahun lggg tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik lndonesii
Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lenrbaran Negara
Nomor 3907);

Peraturan Presiden Nomor g rahun 200s tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 62 Tahun
2005;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. g3 Tahun 2OO2
tentang Tdrif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan
Laut Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74lpMK.02t2oos tentang
Tata Cara Pencairan, dan pertanggungjawaban Dani
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang
Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang pos;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2o0s
tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen perhubungan
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;

2 .
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Mem perhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Anggaran dan perimbangan
Keuangan Departemen Keuangin Nomor s.100/Ap/zdos
tanssal 27 Januari 2000 per]r-rar dana penyerenggaraan
kewajiban perayanan umum (pso) pr. pelni (persero) Tahun
Anggaran 2006;

2. surat Direksi p_T. perayaran Nasional Indonesia (persero)
Nomor 44lDiruuus/il.2006 tanggal 16 Februari 200b perihal
permohonan penerbitan surat keputusan kewajiban pelayanan
umum PT. PelniTahun 2006;

M  E  M  U  T  U  S  K A  N  :

Me netapkan : PERATUMN MENTERT PERHUBUNGAN TENTANG
PELAKSANMN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG
ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT
DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1 .

2.

3.

4.

Kewajiban .pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi
angkutan laut dalam negeri adalah kLwajiban melaksanakan angkutanpenumpang kelas ekonorni angkutan laut ke seluruh pelosok tanah air dlngan
tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga memungkinlan
masyarakat dapat bepergian dari satu tempat re 

-t6mpat 
lain dengan

menggunakan kapal laut;

Penyelenggara angkutan laut adalah PT. Petayaran Nasional lndonesia
(Persero) yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan kewajiban
pelayanan umum bidang angkutan penumpang kela-s eko-riomi angkutan laut
dalam negeri dan telah memenuhi persyaraian tertentu yang ditetaplian;

Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan
penugasan pelayanan 'umurn 

bidang angkutan penumfang retas ekonomi
angkutan laut dalam negeri berdasarkan biaya pokok angk-utan penumpang
kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri;

Biaya pokok penjualan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi
angkutan laut dalam negeri adalah semua biaya ya;g seharus-nya dibebankan
untuk penyelenggaraan pelayanan umum angkutan pLnumpang kelas ekonomi
angkutan laut dalam negeri ditambah keuntungan dan pajak pe-nghasilan untuk
setiap trip/voyage;

Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang angkutan laut;

5 .
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5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
LiJo,,g ot',gl..rt.tt laut;

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

(1) Kewajiban pelayanan Lmum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi
angkutan laut dalam negeri diselenggarakan oleh Pemerintah yang
pelaksanaannya ditugaskan kepada penyelenggara angkutan laut.

(2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang
kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri wajib memenuhi prinsip-prinsip
sebagai berikut :

a. melaksanakan pelayanan angkutan laut kelas ekonomi ke seluruh pelosok
tanah air berdasarkan tarif dan sesuai trayek yang ditetapkan dan/atau
yang disetujui oleh Pemerintah;

b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai
standar kelayakan;

c. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

' 
Pasal 3

(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),  diberikan
kompensasi oleh Pemerintah.

(2) Pemberian Kompensasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang
ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya pokok penjualan pelayanan umum
bidang angkutan penumpang kelas angkutan laut dalam negeri

i3l Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah untuk pelaksanaan
kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi
angkutan laut dalam negeri sepanjang Tahun Anggaran 2006, terhitung sejak
tanggal 1 , lanuari  2006.

(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal
Anggaran Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2006.

Pasal 4

(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam bentuk
perjanjian antara Direktur Jenderal dengan penyelenggara angkutan laut.
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(2) Perjaniian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya
sebagai berikut :

a. daoar - dasar nerjaniian:
b. lingkup pekerjaan, termasuk didaramnya trayek yang dirayani;

c. kewajiban para pihak;

d. jangka waktu perjanjian;

e. laporan pelaksanaan pekerjaan;

f. nilaiperjanjian/besarnyakompensasi;

g. pajak dan bea meterai;

h. cara pembayaran;

i .  sanksi;

j. keadaan memaksa (force majeure);

k. penyelesaian perselisihan;

l. lain-lain.

Pasal 5

Pe.nyelenggara. angkutan laut yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan umumbidang angkutan pe.numpang kelas ekonomi angkutan laui oitam negeriberkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. mempunyai trayek yang berjadualtetap;

b. mempunyai standar dalam pemberian pelayanan kepada penumpang;

c. menyediakan pelayanan tiket di semua kantor cabang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang
kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri, Direktur Jenderai beilrak :

a. menetapkan trayek;

b. menetapkan jangkauan, frekuensi pelayaran, standar pelayanan;

c. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi
angkutan laut dalam negeri;
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d' mendapatkan laporan secara berkala atas penyelenggaraan kewajibanpelayanan umum bidang angkutan penumpang kelai ekoiimi angkutan laut
da[o*  ^ogor i ;

e' menetapkan sanksi dalam hal penyelenggara tidak memenuhi isi suratperjanjian.

Pasal 7

Dal am melaksanakan.kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang
kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri, penleteriggara angkutan lautberkewajiban :

a' menerima perlugasarr melalui perjanjian yang ditandatangani dengan DirekturJenderal;

b. mematuhiperjanj ian;

c' membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan umumsecara berkala setiap triwulan dan sewaktu-waktu diperlukan; 
'

Pasal B

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan umumbideng angkutan .penumpang kelas.ekonomi angkutan laut dalam negeri tahunang Jaran 2006, dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan secara berkalakep ada Menteri.

Pasal 9

Ter hadap penggunaan dana kompensasi, akan dilakukan audit oleh badan/instansipen Jawas keuangan negara.

Pasal 10

Penyelenggara angkutan laut yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajibanpeleyanan umum bidang_ angkutan penumpang ketas ekonomi "ntlrirn laut dalam
neg:riTahun Anggaran 2006 adalah, sebagai berikut :

Nama perusahaan : PT. pbrayaran Nasional Indonesia (persero)

Alanat : Jalan Gajah Mada No. 14
Jakarta Pusat
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Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

D i t e t a p k a n d i  : J a k a r t a
Pada tanggal : 24 April2006

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA .

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
Menteri Koordinator Bidang perekonomian;
Menteri Keuangan;
Menteri Perdagangan;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Hukum dan HAM;
Menteri Negara BUIVIN;
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan para
Kepala Badan di l ingkungan Departemen perhubungan;
Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia (persero)i.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

dan KSLN

OHO, SH

C:\RPM TTP Pcngrdrsn PHLNU(M-PSO-PELNt-2006. I 7-01-o6.doc

,

7


